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GUBERNUR IruSA TENGGARA TIMUR

pERATURAT{ cuBtRrun nu6l TENccARA TrMuR
NoMoR 1 TNIUN 2oL9

TENTANG

; FUNGSIKEDUDUIIAT{, SUSUNAN ORGAMSAST, TUGAS
SERTA TATA KER^'A TITSPTKTORAT DAERATI

PROVINSI NUSA TENG}GARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA PSA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menlmbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2OL6 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1

Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2006
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah ditetapkan Perangkat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur dan Perubahannya, ketentuan
mengenai kedudukan, susunarl organisasi, tugas dan
fungsi, serta tata kerja Perangkat daerah dan unit kerja di
bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur;

Mcngingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
I6ae);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLL tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OII Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
52341 49,./



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2O36);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018
tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 18

Nomor 1539);

7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2016 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Nomor 0082) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9

Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2019 Nomor OO1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Nomor 0102);

MEMUTUSKAN:

MenetapKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN' SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai

4.

5.

6.

unsur penyel enggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggar aTimur. U
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4.

q

6.

7.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.
Tata Kerja adalah rangkaian pekerjaan yang tersusun secara sistematis,
tahap demi tahap sebagai pedoman pelaksanaan kerja yang harus
ditempuh dalam rangka penyelesaian setiap pekerjaan.
Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan
tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil
dalam satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada
keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.

Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(i) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri
atas:

a. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian :

1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;

2. Sub Bagian Keuangan; dan

3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

b. Inspektur Pembantu sebanyak 4 (empat) Inspektur Pembantu terdiri
atas :

1. Inspektur Pembantu Wilayah I;

2. Inspektur Pembantu Wilayah II;

3. Inspektur Pembantu Wilayah III; dan

4. Inspektur Pembantu Wilayah IV.

c. Kelompok Jabatan Fungsional;

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh
Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Inspektur.

Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b angka 1 sampai dengan angka 4, dipimpin oleh Inspektur Pembantu

B.

(1)

(2)

(2)

(3)

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada lnspektur. Q



(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 sampai
dengan angka 3, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 4
(1) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur
ini.

(21 Ketentuan mengenai uraian tugas masing-masing jabatan pada
Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diatur
dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

( 1) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (11,
mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

(2\ Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi
pengawasan;

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan
Iainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari
Gubernur:

'd. penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan

tugas dan fungsinya.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Inspektorat Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Inspektorat Daerah sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 7

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. 4C
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(2)

(3)

Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh Gubernur atas
usul Inspektur.

Jumlah dan Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban keda yang diatur
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATAKEzuA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan
sendiri maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugasnya masing-
masing.

Pasal 9

(1) Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2\, dalam
melaksanakan tugasnya harus berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban
memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan
dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam
lingkungan kerjanya.

Pasal 10

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Inspektorat Daerah
wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan
agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian pada Inspektorat
Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap
melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru
berdasarkan Peraturan Cubernur ini. p

(1)

(2)
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BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur
Nusa Tenggara Timur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
organisasi, T\rgas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi

Nuia Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun

2016 Nomor O52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 11 5Paat*fz.l

GUBERNUR NUSA TENGG

AVIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal It JAfeqAtrl 2Ol9

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,''

IBE
TUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 4

2ore I
ARA TIMURI
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LAMPIRAN : PERATURAN G.UBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR :{ TAHUN 2019
TANGGAL :2j g,pget1471 zor9

BAGAN STRUKTI'R ORGAI{ISASI
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

NUSA TENGGARA TIMUR

SUB BAGIAN
KEUANGAN

SUB BAGIAN
PROGRAM, DATA DAN

EVALUASI

INSPEKTUR
PEMBANTU
WILAYAH IV

INSPEKTUR
PEMBANTU
WILAYAH III

INSPEKTUR
PEMBANTU
WILAYAH II

INSPEKTUR
PEMBANTU
WILAYAH I

! cueenrun 
\unrENccARA 
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,/ VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT
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